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ABSTRAK

Hermalasari Samalehu (M111 03 045) Kinerja Pelaksanaan Penyuluhan
Kehutanan pada Badan Penvuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Maros, Dibawah bimbingan M. Asar Said Mahbub dan
Abd. Rasyid Kalu,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja program penyuluhan
kehutanan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang ada pada pelaksanaan kegiatan
penyuluhan kehutanan, Hasil penelitian ioni diharapkan dapat berguna sebagai bahan
informasi mengenai kinerja program penyuluhan kehutanan pada Badan Penyuluhan
Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Movember sampai bulan Desember
pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Maros. Pengambilan data ini dilakukan terhadap 15 penyuluh kehutanan vang berada
pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Maros.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyuluh Kehutanan di kabupaten
Maros, terdiri atas penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil dan Penyuluh Kehutanan
Tingkat Ahli, Dalam pelaksanaan penyuluban kehutanan, ditemui beberapa kendala
antara lain alat peraga yang masih minim, bantuan biaya operasional yang belum
tersedia sampai dengan sekarang serta semakin tertinggalnya keahlian penyuluh
akibat kurangnya pelatihan dan pendidikan yang diikuti. Sehingga dapat dikatakan

bahwa kinerja penyuluhan Kehutanan di Kabupaten Maros, belum sepenuhnya

berjalan dengan optimal.
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I. PENDAHULUAN
A, Latar Belakang

Pembangunan Kehutanan sekarang menganut paradigma baru  yailu
Pembangunan Kehutanan yang bertumpu pada pendekatan ekosistem sumberdaya
hutan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Hal ini berarti bahwa
pembangunan kehutanan ke depan diarahkan untuk memberdayakan peran dan
partisipasi aktif dari masyvarakat dengan memperhatikan daya dukung sumberdaya
hutan sehingga fungsi sosial, ekonomi, dan ekologinya dapat berfungsi optimal, D
sisi lain, pemberlakuan otonomi daerah berimplikasi kepada perlunya penyesuaian
kebijakan di bidang kehutanan, khususnya penyuluhan kehutanan.

Sejalan dengan arah dan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan serta
dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, maka telah dilaksanakan
orientasi paradigma penyuluhan kehutanan yang semula dipahami sebagal proses alih
informasi dan teknologi serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat, berubah
pemahamannya menjadi suatu  proses pemberdayaan masyarakat  berbasis
pembangunan kehutanan. Dengan demikian penyuluhan kehutanan pada hakekatnya
adalah upaya pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, dan para pihak !a{ﬁn}ra dalam
pembangunan kehutanan yang merupakan investasi untuk mengamankan dan
melestarikan hutan sebagai aset negara. Oleh karena itu penyuluh kehutanan

memiliki peran strategis, baik dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemandirian



masyarakat, maupun dalam upaya pelestarian sumberdaya hutan. Kebijakan
penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di era otonomi mengharuskan para penyuluh
kehutanan untuk lebih mampu menjalankan tugas dam fungsi-fungsinya, mampu
memberdayakan pelani untuk mandiri dan berusaha tani yang berorientasi pada
agribisnis dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk itu penyuluh
kehutanan dituntut memiliki kinerja yang lebih baik, lebih profesional dan mampu
melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik,

Penyuluh Kehutanan yang terarah dan terencana dengan pendekatan
partisipasi akan mendorong percepatan peningkatan kemampuan masyarakat,
sehingga tercipta perkembangan ekonomi rakyat yang mandiri, tangguh dan
berkelanjutan. Kondisi demikian menuntut adanya seorang penyuluh yang
profesional, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, mampu berinteraksi
dalam kehidupan masyarakat, dan memiliki kinerja yang tinggi schingga dapat
berperan sebagai fasilitator dan motivator bagi petani dan keluarganya atau kelompok
masyarakat agar mereka memiliki kemampuan dan berpartisipasi untuk berperan
nyata dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan dalam era otonomi daerah.

Salah satu faktor yang dapat menggambarkan kualitas seorang penyuluh
adalah kinerja penyuluh itu sendiri di wilayah tempat kerjanya. Dengan demikian
maka dilakukan penelitian untuk melihat kinerja program penyuluhan kehutanan serta
kendala-kendala dalam pelaksanaan program penyuluhan pada Badan Penyuluhan

Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros.



B. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

I. Mengetahui kinerja program penyuluhan kehutanan pada Badan Penyuluhan
Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi
Selatan.

2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang ada pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan
kehutanan pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan,

Penclitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi mengenai
kinerja program penyuluhan kehutanan pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Evaluasi dan Kinerja

Dharma (1991), menekankan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai
tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja akan
diketahui jika seseorang dapat menghasilkan suatu pekerjaan sesuai standar yang
ditetapkan organisasi Sedang Wardojo (2007) mengartikan evaluasi adalah suatu
aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang
mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi obyeknya,
teknik-teknik pengukurannya dan metode analisisnya vang dirancang untuk
membangun manfaat program dan proses pemerintahan. Dari sudut spesifikasi
obyeknya berarti menilai hasil berbagai macam program-program yang dilaksanakan
pemerintah sesuai dengan problema-problema vang dihadapi oleh masyarakat seperti
misalnya dibidang kesehatan, pendidikan dan sebagainva apakah telah terlaksana
dengan baik atau belum.

Menurut Firman (1990), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat penerapan
sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan
strategi instansi pemerintah vang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan -kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan. Sedangkan Mulyana (1999) mengartikan kinerja adalah segala bentuk



kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di
lingkungan badan milik negara dalam bentuk barang atau jasa baik dalam rangka
upaya pemenuhan kebutuhan maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan
perundang-undangan. Peningkatan kinerja dapat diariikan sebagai kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah dalam mengurus hal-hal yang diperlukan khalayak ramai,
Hal-hal yang diperlukan tersebut meliputi : masalah perisinan, keamanan, ketertiban,
kebersihan dan kebutuhan hidup yang baik.

Penjelasan kinerja yang dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara
(LAN) pada dasarnya senama dengan penjelasan terdahulu, hal ini dapat dilihat dari
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. Bila dihubungkan
dengan kondisi kinerja penyuluh kehutanan saat ini pada dasamya belum
dilaksanakan, karena disamping issue penilaian Kinerja ini relatif baru, juga yang
menjadi sasaran penilaian akuntabilitas instansi pemerintah hanyalah proyek-proyek
yang dilaksanakan, sementara yang bersifat kegiatan rutinitas penyuluh belum
dilakukan evaluasi. Dalam arti kata model evaluasi penyuluhan yang dilakukan
masih bersifat perbandingan antara rencana dan realisasi (Makmur, 2006).

B. Penyuluh Kehutanan

Puspadi (1999) menyebutkan bahwa penyuluh adalah seorang yang atas nama
pemerintah atau lembaga penyuluh berkewajiban untuk mempengaruhi proses
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang/masyarakat sasaran penyuluh

untuk menerapkan suatu inovasi.



Departemen Kehutanan (2000) menyebutkan bahwa untuk menjadi penyuluh
kehutanan yang memiliki kinerja bagus yang berarti menuju pada profesional, ada
beberapa hal yang harus dipahami oleh penyuluh, yaitu:
|. Sifat dan perasaan organisasi penyuluh.

2. Pengertian dan pengetahuan tentang teknologi yang berkaitan dengan materi
penyuluhan yang diprogramkan,
3. Kemampuan untuk menjelaskan program yvang disampaikan

4. Kemampuan untuk mengorganisasikan masyarakat dan sumberdaya yang tersedia.

C. Penvuluhan Kehutanan

Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi
informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat
sehingga bisa membuat keputusan yang benar dari berbagai alternatif pemecahan
masalah, walaupun tidak semua permasalahan dapat dipecahkan oleh
penyuluh (Wardojo, 2007).

Mulyana (1999), menguraikan penyuluhan kehutanan adalah proses
perubahan perilaku masyarakat, dunia usaha dan aparat pemerintah mengarah kepada
pemahaman tentang manfaat pembangunan kehutanan agar terdorong untuk berperan
aktif dan berdaya dalam posisinya sebagi pelaku. Sedangkan Departemen Kehutanan
(2004) menyatakan penyuluhan kehutanan adalah transformasi teknologi dan

penyampaian kebijakan serta informasi kehutanan pada kelompok masyarakat sasaran



melalui pendidikan non-formal untuk mengubah perilaku agar tahu, mau dan mampu
menerapkan teknologi itu bagi pendidikan hidupnya serta secara sadar ikut aktif
dalam pelestarian hutan dan sumber daya alam lainnya.

Kegiatan Penyuluhan Kehutanan yang efektif harus melalui perencanaan
program penyuluban yang baik. Dengan kata lain, penyuluhan yang baik harus
direncanakan dengan sebaik-baiknya.Perencanaan Progam Penyulubhan kehutanan
dapat diartikan scbagai : Suatu proses pemilihan dan menghubung-hubungkan fakia
vang berhubungan dengan kegiatan memanfaatkan hutan, serta menggunakannya
untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa mendatang, untuk
kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan Penyuluhan Kehutanan vang diusulkan,
untuk tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan (Wiratmadja, 1997).

Mengingat sangat luasnya tugas pokok para penyuluh kehutanan tersebut,
maka pemerintah melalui keputusan tersebut membaginya dalam dua kelompok
jabatan fungsional, yakni penyuluh kehutanan terampil dan Penyuluh Kehutanan ahli.
Spesifikasi kedua jenis jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan tersebut adalah :

1. Penyuluh Kehutanan Tingat Terampil. Persyaratan minimal PNS yvang menduduki
jabatan ini adalah memiliki latar belakang Diploma tiga (D3) bidang Kehutanan,
peternakan, perikanan, pertanian dengan pangkat serendah-rendahnya 1l/b dabatan

fungsional Penyuluh Kehutanan terampil terdiri atas tiga tingkatan, yaitu:



a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana (pangkat, golongan/ruang pengatur Muda
Tingkat 1, lI/b sampai Pengatur Tingkat [/1id).

b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan (pangkat, golongan/ruang : Penata Muda,
I1l/a sampai Penata Muda Tingkat I/T11b).

¢. Penyuluh Kehutanan Penyelia (pangkat, golongan/ruang: Penata, 11l/c).

2. Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli. Jabatan fungsional ini dikhususkan pada

sarjana dan atau pascasarjana, minimal berijazah sarjana/diploma IV bidang

Kehutanan, Pertanian, peternakan atau perikanan dan pangkat serendah-rendahnya

Penata Muda, golongan ruang Ill/a. Pada jabatan fungsional ini terdapat empat

klasifikasi secara berjenjang, yakni :

a. Penyuluh Kehutanan Pertama (Penata Muda, [11/a sampai Penata Muda Tingkat I,
/b,

b. Penyuluh Kehutanan Muda (Penata, 11l/c sampai Penata Tingkat I, 111/d)

c. Penyuluh Kehutanan Madya (Pembina, 1V/a sampai Pembina Utama Muda IV/c).

d. Penyuluh Kehutanan Utama (Pembina Utama Madya, IV/d sampai Pembina Utama
IVie)

Meskipun terdapat pﬂrbcdaa:t antara kedua jenis jabatan tersebut namun tidak
ada hubungan hirarkis antara Penyuluh Kehutanan Terampil dengan Penyuluh
Kehutanan ahli. Tetapi dalam operasional kegiatan, keduanya mempunyai hubungan
kerja vang saling mengait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena menjadi

satu kesatuan yang utuh. Penyuluh Kehutanan Terampil merupakan petugas terdepan



di lapangan dan berhak memperoleh petunjuk, bimbingan dan supervisi dari penyuluh
Kehutanan ahli. Demikian pula Penyuluh kehutanan ahli, berkewajiban untuk
memberikan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan dalam pertemuan dua
mingguan (sesuai jadwal dan rencana kerja). Bekal vang diberikan menyangkut

spesialisasi ataupun keahlian disiplin ilmunya (Adjid, 1994).

D. Pembangunan Penyuluhan Kehutanan

Konsep pembangunan Kehutanan adalah proses dinamis untuk meningkatkan
kemampuan sektor pertanian dalam menghasilkan barang-barang vang dibutuhkan
masyarakat (pasar), dengan menggerakkan segenap daya mampu manusia, modal,
organisasi, teknologi dan pengetahuan wuntuk memanfaatkan dan sekaligus
melestarikan sumberdaya alam guna menjamin kesejahteraan dan kelangsungan
hidup petani dan bangsa (masyarakat nasional). Untuk menjamin suatu strategi vang
berhasil, maka diperlukan kebijaksanaan organisasi yang akan menyediakan semua
fasilitas yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah vang timbul selama
implementasi.  Kebijaksanaan itu berkaitan dengan pelaksanaan, metode kerja,
prosedur, peraturan-peraturan, formulir-formulir, dan segala sesuatu diperlukan untuk
memberikan dorongan dan motivasi nagi karyawan dalam menyukseskan pencapaian
sasaran organisasi. Kebijaksanaan ini mengatur batas-batas apa yang dapat dan tidak
dapat dikerjakan, tindakan-tindakan administratif mana yang boleh dijalankan.

Dengan kata lain kebijaksanaan diperlukan untuk mencegah timbulnya tindakan
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independen yang berarti memelihara ketergantungan pada saw  yang lain,
memperkecil keputusan-keputusan zig-zag dan prakiek-prakiek yang kontradiktif,
dan vang terpenting dalam implementasi suatu kebijaksanaan harus memperhatikan

syarat-syaratnya (Arikunto, 2001).

E. Kelembagaan Kehutanan

Lembaga mencakup bidang yang luas termasuk lembaga formal pemerintah
dan non pemerintah serta informal (kelompok, asosiasi, dan interaksi antar individu,
rumah tangga, serta kelompok masyarakat pedesaan). Gerakan pembangunan
Kehutanan di Indonesia tidak lepas dari peran lembaga tersebut. Peranannya dalam
program pembangunan kehutanan sebenarmya sulit untuk dipilah-pilah. Oleh karena
itu, hilangnya peran dari salah satu institusi misalnya akan menggoyahkan
pelaksanaan atau bahkan menyebabkan kegagalan program. Institusi formal yang
diperkenalkan pemerintah di tingkat desa dibuat untuk membanty produsen
kehutanan dalam memecahkan masalah produksi dan pemasaran termasuk di
dalamnya lembaga penyuluhan, lembaga kredit, asosiasi pemakai air dan lembaga
pemasaran (Baharsjah, 1994).

Berdasarkan keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri Pertanian
tahun 1996, Badan Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) merupakan unit kerja
organik penyuluhan pertanian yang kedudukannya berada dan bertanggung jawab

kepada Bupati’Walikota dengan tugas menyelenggarakan penyuluhan pertanian di
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wilayah kerjanya. Sedangkan Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan
instalasi‘sarana kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan atau kelipatan desa
dalam satu wilayah administrasi kecamatan. Untuk melaksanakan tugas
penyelenggaraan penyuluhan, Badan Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP)
menyelengparakan fungsi sebagai berikut:

a. Penvusunan programa penyuluhan pertanian.

b . Bimbingan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluh pertanian.

¢. Penvediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian.

d. Pembinaan pengelolaan BPP

e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan.
f. Pemantauan dan evaluasi

g. Sentra komunikasi pembangunan pertanian di kabupaten/kota

h. Penyelenggaraan pelatihan/kursus bagi penyuluh pertanian dan petani-nelayan

i. Melakukan penumbuhan dan pengembangan petani-nelayan

j- Bimbingan penggunaan sarana usaha petani-nelayan

-

. Penyelenggaraan percontohan

. Pengelolaan perpustakaan
m. Melakukan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian
n. Pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan

0. Pelaksanaan urusan tata usaha,



F. Manfaat Perencanaan

Perencanaan tidak sekadar diadakan untuk meramalkan tujuan di masa depan.
Tetapi, sekaligus juga membuat rumusan berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan
demi tercapainya tujuan tersebut, bagaimana mengkoordinasikan secara terpadu,
bagaimana menghindari dan memperbaiki penyvimpangan yang mungkin akan terjadi,
serta bagaimana meningkatkan efesiensi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

Pembuatan perencanaan adalah suatu proses tersendiri, sedang untuk
menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkannya, adalah fungsi pengawasan,
dan fungsi-fungsi manajemen vang lain. Perencanaan sekali lagi sangat diperlukan
bagi fungsi-fungsi manajemen yang lain terutama untuk keperluan pengawasannya.
Oleh karena itu, adanya perencanaan akan banyak memberikan manfaat bagi
tercapainya tujuan vang telah ditetapkan dalam hal :

a. Merangsang dan menjamin konsistensi serta keterpaduan kegiatan yang
dilaksanakan

b. Membantu menghindari dan mengoreksi atau menyembuhkan terjadinya krisis.

c. Mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan yang biasanya “sangat mahal™,

d. Perencanaan yang dilengkapi dengan garis-garis kebijaksanaan yang mantap, akan
membantu para manajer dan unsure pimpinan yang lebih rendah untuk melakukan
pendelegasian wewenang.

e. Perencanaan adalah pedoman pelaksanaan pengawasan.

f. Perencanaan akan menambah efisiensi ekonomi



G. Tahapan Penyusunan Program Penvuluhan Kehutanan

Dalam kegiatan Penyuluhan Kehutanan, penyusunan program merupakan
langkah awal yang selanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.
Ketiga tingkatan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh
setiap penyuluh (Syamsuddin, 1987).

Menurut Mardikanto (1993), tahapan penyusunan program Penyuluhan
Kehutanan dibagi atas beberapa langkah yaitu :

Langkah 1. Tujuan, Kebijaksanaan dan Prosedur.
Jika secara administratif, kegiatan Penyuluhan Kehutanan telah ditetapkan
pada suatu daerah, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut :
a) Tetapan wilayah kerja Penyuluhan Kehutanan
b) Menentukan tujuan yang ingin dicapai
¢) Mengatur agar setiap petugas yang berlanggung jawab terhadap pelaksanaan
Penyuluhan Kehutanan di dalam suatu organisasi dapat mengetahuinya.
d) Menjelaskan kebijaksanaan yang ditempuh oleh organisasi yang akan
melaksanakan Penyuluhan Kehutanan,

e) Susun bagan sistem dan prosedur yang harus diikuti oleh para staff,
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Langkah 2. Kumpulkan Informasi Yang Melatarbelakangi Progam
Pempuluhan Kehutanan

Pengumpulan Informasi yang melatar belakangi program Penyuluhan
Kehutanan yang akan dilaksanakan melalui pertemuan umum, kunjungan kepada
tokoh-tokoh masyarakat, suvey, membagikan dafiar pertanyaan atau diskusi dengan
kelompok-kelompok tani hutan dan tokoh masyarakat yang memiliki posisi penting
di mata masyarakat.

Langkah 3. Pilihlah Panitia Perencana dan Diskusikan Rencana Keja

Jika pada suatu daerah sudah ada organisasi penyuluban, maka dapat
dipergunakan organisasi rencana Penyuluhan Kehutanan yang telah ada, tetapi pada
suatu organisasi baru, maka petama-tama haus diputuskan terlebih dahulu apakah
dalam menyusun progam penyuluhan akan bekerja dengan bentuk kelompok, maka
anggota-anggota yang terpilih selanjutnya berkumpul untuk mendiskusikan informasi
yang menjadi latar belakang pogam Penyuluhan Kehutanan, guna mengembangkan
suatu rencana kerja dengan memanfaatkan saran-saran mereka,

Langkah 4. Konsuliasi Dengan Para Ahli dan Kumpulkan Informasi Hasil Penelitian

Untuk menjamin agar prosedur teknis yang akan dilaksanakan sudah benar,
maka informasi yang melatarbelakangi program penyuluhan perlu didiskusikan
terlebih dahulu dengan para ahli atau para peneliti. Di samping itu diskusi ini juga
dipandang penting untuk mengetahui apakah tersedia informasi di masing-masing
lembaga tersebut di atas yang dapat dimanfaatkan, sebelum menyusun program

Penvyuluhan Kehutanan.



Langkah 3. Menyusun Rencana Kerja

Rencana keja ini harus dibuat oleh petugas yang akan melaksanakan
penyusunan program Penyuluhan Kehutanan. Rencana kerja tersebut haruslah
mencakup informasi yang melatarbelakangi penyusunan progam penyuluhan.
Langkah 6. Persetujuan dan Revisi.

Diskusi program kerja yang telah disusun oleh Penyuluh Kehutanan dengan
penduduk setempat dan dapatkan persetujuan dari mereka. Demikian juga persetujuan
dari pejabat setempat. Jika program kerja Penyuluhan Kehutanan tersebut kurang
memenuhi keinginan dan kurang memecahkan masalah yang dihadapi oleh
masyarakat di sekitar hutan, dapat disempunakan sesuai dengan kondisi yang
dihadapi oleh masyarakat setempat.

Langkah 7. Libatkan Ovang Lain

Untuk memperkenalkan program kerja Penyuluhan Kehutanan kepada
masyarakat setempat, sebarkan program kerja penyuluhan yang telah disusun oleh
para Penyuluh Kehutanan dan libatkan setiap oang serta berikan tanggung jawab
tertentu kepadanya. Dalam melibatkan orang ini, hendaknya diupayakan agar mereka
merasa ikut berperan serta didalam penyusunan program penyuluhan, walaupun
mereka sebenarnya tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan program

penyuluhan.

O
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H. Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan pada hakekatnya merupakan segala pesan yang ingin
dikomunikasikan oleh seorang penyuluh kepada masyarakat sasarannya. Dengan
kata lain, materi penyuluhan adalah pesan yang ingin disampaikan dalam proses
komunikasi pembangunan. Sehubungan dengan itu, maka pesan yang disampaikan
dalam setiap proses komunikasi dapat dibedakan dalam bentuk pesan yang bersifat:
informatif, persuasif dan intertainment. pesan yang disampaikan dalam proses
penyuluhan harus bersifal inovatif yang mampu mengubah atau mendorong
terjadinya perubahan-perubahan ke arah pembaharuan dalam segala aspek kehidupan
masyarakat sasaran, demi selalu terwujudnya perbaikan-perbaikan mutu hidup setiap
individu dan seluruh warga masyarakat yang

bersangkutan (Departemen Kehutanan, 1996)

I. Pelaksanaan Program Penyuluhan

Pelaksanaan program sebenarnya merupakan kegiatan Penyuluhan Kehutanan,
dalam hal ini seorang Penyuluh Kehutanan langsung melaksanakan apa yang sudah
ditetapkan dalam rencana kegiatan (Mardikanto, 1993)

Menurut Syamsuddin (1987), apa yang dikerjakan oleh seorang penyuluh
senantiasa harus menurut rencana. Setiap kegiatan harus benar-benar tepat menurut
jadwal kegiatan. Tepati apa yang sudah dijanjikan, terutama menyangkut kegiatan
yang sebelumnya sudah dijanjikan kepada petani. Misalnya menurut jadwal kerja

dalm kegiatan demonstrasi pentuluhan akan hadir ditengah-tengah petani, tetapi
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berhalangan hadir. Penyuluh harus cepat-cepal menyampaikan alasan mengapa

berhalangan hadir, atau sebelumnya memberitahukan hal ini kepada petani yang akan

didatangi. Pemenuhan janji yang sudah diberikan kepada petani adalah modal dasar

seorang penyuluh untuk mendapat kepercayaan dan perhatian dari petani. Selain

pemenuhan janji tersebut ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan oleh seorang

penyuluh yaitu:

'!JJ

Petani sebenarnya bukan bawahan dan bukan murid seorang penyuluh, petani
tidak dapat dikenai sanksi dan tindakan jabatan.

Dalam kegiatan, penyuluhan harus dapat membawa petani kearah kerja atau
kegiatan secara demokratis, jangan menganggap masyarakat desa/petani tidak
tahu apa-apa.

Kegiatan penyuluh kehutanan merupakan proses yang terus menerus, dengan
demikian setiap saat seorang Penyuluh kehutanan bersedia melayani kebutuhan
petani, yang berarti setiap saat Penyuluh Kehutanan harus belajar agar tida
ketinggalan wawasan oleh petani.

Perhatikan dasar-dasar yang harus dipegang oleh seoang Penyuluh Kehutanan,
menurut syarat dan pengangan kerja.

Agar setiap kegiatan lebih terarah, maka yang harus menjadi pegangan adalah

program penyuluhan yang termasuk didalamnya rencana kegiatan yang disusun atas

dasar kenyataan para petani dan daerahnya.
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J. Tahapan Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan

Menururt Mulyana (1999) tahapan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan
adalah sebagai berikut :
|. Perencanaan

Rencana merupakan tahap awal pelaksanaan suatu kegiatan termasuk dalam
penvelenggaraan penyuluhan. Banyak pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan yang
harus diambil agar diperoleh penyuluhan yang efektf. Untuk itu, penyuluhan
menuntul perencanaan yang sistematis dengan didukung oleh pengambilan-
pengambilan keputusan yang s¢irama.

Dalam penyusunan rencana pelaksanaan penyuluhan, seorang penyuluh harus
menetapkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut

a. Tujuan yang hendak dicapai

b. Kelompok sasaran

¢. Isi pesan penyuluhan

d. Metode penyuluhan yang akan digunakan

e. Organisasi untuk melaksanakan kegiatan
2, Pelaksanaan

Setelah tersusunnya rencana penyelenggaraan penyuluhan maka tahap
berikutnya adalah pelaksanaan penyuluhan. Namun karena kegiatan-kegiatan
penyuluhan itu bersifat luas dan kompleks maka sebelum pelaksanaan langsung

kegiatan masih perlu mengecek ulang langkah-langkah sebagai berikut :
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a. Observasi wilayah kerja
Observasi wilayah kerja adalah mengumpulkan data dan informasi dasar yang
menggambarkan secara umum polensi wilayah kerja yang eral kaitannya dengan
penyuluhan kehutanan.
b. Pemilihan metode penyuluhan
Metode penyuluhan kehutanan adalah cara mempertemukan penyuluh dengan
masyarakat sasaran penyuluhan yang dapat dikelompokkan dengan tiga pendekatan
yaitu :(a) pendekatan perorangan, (b) pendekatan kelompok dan (c) pendekatan
massal.
c. Survey kebutuhan
Survey kebutuhan atau lebih dikenal dengan identiifikasi faktor penentu harus
dilakukan dengan hati-hati karena survey ini merupakan kunci awal keberhasilan
program penyuluhan.
3. Pembinaan
Pembinaan pada penyelenggaraan penyuluhan kehutanan meliputi dua sasaran
vaitu :
a. Pembinaan terhadap masyarakat, dan

b. Pembinaan terhadap pengelolah penyuluhan dan penyuluh secara instansional
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4. Monitoring dan evaluasi
Monitoring adalah alat manajemen yang sangat strategis dalam siklus
keseluruhan kegiatan/provek/program. Dalam tahap ini dibutuhkan hal-hal sebagai
berikut :
- Penetapan bidang apa yang perlu dimonitor dan dievaluasi
- Menetapkan indikator
- Sistem pengumpulan data

- Tabulasi data dan analisanya



111. METODE PRAKTEK

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2007.
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan, dengan wilayah
kerja kajian Penyuluhan Kehutanan adalah di Wilayah Kerja BPP Tompobulu,

Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan.
B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi yang dikumpulkan terbagi atas :

1. Data Primer vaitu data yang diperoleh melalui wawancara menggunakan quesioner
dengan metode sensus terhadap penyuluh kehutanan yang ada pada Badan
Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros,
meliputi Identitas penyuluh yang mencakup jumlah dan tingkat pendidikan
penyuluh kehutanan

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain
dokumentasi/tulisan dalam laporan — laporan pada kantor yang bersangkutan.
Pengambilan data sekunder difokuskan pada data yang berhubungan dengan

realisasi program penyuluhan kehutanan.

‘‘‘‘‘
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C. Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis melalui analisis deskriptif
kualitatif. Analisis ini akan mendeskripsikan kegiatan penyuluhan kehutanan serta
fakior-faktor yang mempengaruhi kinerja program penyuluhan kehutanan. Lntuk
mengetahui seberapa besar tingkat pelaksanaan program penvuluhan kehutanan
maka aspek-aspek program Penyuluhan Kehutanan yang dinilai meliputi:

A, Perencanaan Penyuluhan Kehutanan

a. Programa Penyuluhan Kehutanan

b. Rencana kerja Penyuluhan
B. Pelaksanaan penyuluhan Kehutanan

a. Sasaran dan Materi Penyuluhan

b. Metode Penyuluhan

¢. Kegiatan Penyuluhan

C. Monitering dan Evaluas
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D. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah batasan operasional dari berbagai istilah yang
berhubungan dengan penelitian dan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman
mengenai pengertian dari istlah-istilah tersebut, maka berikut ini ada batasan
pengertian dari beberapa istilah:

a. Kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melakukan tugas-tugas
vang didasarkan atas dasar kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu,

b. Penyuluh adalah seseorang yang memberikan suluhan kepada kelompok tani.

¢. Penyuluhan adalah suatu cara atay metode dalam menyampaiakan suatu program
kerja pada suatu kelompok atau lembaga masyarakat.

d. Penyuluh kehutanan adalah seseorang yang mempengaruhi keputusan inovasi
klien menuju suatu arah yang diinginkan oleh suatu lembaga perubahan.

e. Penyuluhan Kehutanan adalah upaya alih teknologi kehutanan melalui pendidikan
luar-sekolah yang ditujukan kepada petani dan kelompok masyarakat lainnya,
untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, ketrampilan, dan kemampuannya
dalam memanfaatkan lahan miliknya, pengamanan, serta pelestarian sumberdaya
alam.

f. Kelembagaan Kehutanan adalah badan hukum atau sosial dan ekonomi yang

berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan kehutanan.



Kebijaksanaan pembangunan kehutanan adalah berbagai peraturan yang
dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berhubungan dengan
kehutanan baik Keppres, Keputusan Menteri atau peraturan daerah.

Angaka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas
prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang penyuluh kehutanaan dalam
mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk
pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan penyuluh Kehutanan.
Pendidikan adalah tingkat pendidikan formal terakhir yang dimiliki oleh
penyuluh,

Program kerja adalah metode atau cara yang terorganisir dalam mencapai suatu
hasil kerja.

. Programa adalah rencana kerja kelompok jabatan fungsional penyuluh
kehutanan, memuat keadaan karakteristik wilayah kerja, permasalahan, metode
dan teknik penyuluhan, rencana detail kegiatan dan lokasi sasaran, rencana
anggaran serta sarana/alat bantu penyuluhan kehutanan,

Responden adalah orang yang diwawancarai atau dimintai keterangannya,



IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan fisik Wilayah
Letak Geografis dan Topografi

Kabupaten Maros fterletak dibagian baral Sulawesi Selatan. Luas wilayah
Kabupaten Maros 1.619,12 kin® atau 16.1912 Ha. Secara Administrasi Pemerintah
menjadi 14 Kecamatan dan 103 Desa/Kelurahan,

a. Sebelah Utara berbatasan  : Dengan Kabupaten Pangkep

b. Sebelah Selatan berbatasan: Dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa
¢. Sebelah Timur berbatasan : Dengan Kabupaten Bone

d. Sebelah Barat berbatasan : Dengan Selat Makassar

Kecamatan Tompobulu merupakan salah satu kecamatan yang berada di
Kabupaten Maros. Keadaan geografi Kecamatan Tompobulu merupakan daerah
bukan pantai yang sebagian besar berbentuk dataran. Dari delapan daerah wilayah
administrasi yang ada, enam desa mempunyai topografi dataran rendah dengan
ketinggian rata-rata 500 meter dan dua desa dengan topografi dataran tinggi yaitu
Desa Bonto Manurung dan Desa Somba dengan ketinggian rata-rata 300 meter diatas

permukaan laut.
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Tabel 1. Ketinggian wilayah Kecamatan Tompobulu dari permukaan laut

Mo Desa/Kelurahan Tinggi dari Permukaaan Luas Ha r
Laut (m}
|. | Benteng Gajah 500 2403
2. | Pucak 500 | 776
3. | Toddolimae 500 3213
4. | Tompobulu 500 4553
5. | Bontomanai 300 4055
6. | Bontomatinggi 500 2367
7. | Bonlosamba 700 9198
%. | Bontomanurung 700 1200
Jumlah 4400 28765
Sumber : Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Maros, 2007

Luas Kecamatan Tompobulu sekitar 287,66 km® atau 28766 Ha. Sebelah barat
berbatasan dengan Kecamatan Cenrana dan Kabupaten Bone, sebelah Timur
berbatasan dengan Kecamatan Tanralili, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan
Simbang dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Jarak antara desa
dengan pusat pemerintahan Kabupaten cukup jauh yaitu desa terdekat dengan jarak
18 km.

B. Keadaan Sosial Ekonomi
1. Penduduk

Penduduk Kecamatan Tompobulu sebanyak 13.986 jiwa, yaitu laki-laki 7.083
jiwa dan perempuan 6.903 jiwa. Penduduk terbanyak berada pada desa Bonto
Masamba sebanyak 2.551 jiwa dan terkecil sebanyak 1.132 jiwa berada pada desa
Bonto Matinggi. Dengan jumlah Rumah tangga sebanyak 2.607 dengan kepadatan
penduduk sebesar 528 jiwa’km2, mayoritas warganya berasal dari suku/etnis Bugis-

Makassar. Mayoritas penduduk Kecamatan Tompobulu memeluk Agama Islam
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dengan jumlah 13.593 jiwa, selebihnya pemeluk Agama Khatolik 35 jiwa, protestan

65 jiwa. Jumlzh sarana ibadah masing-masing seperti masjid 33 buah,

longgar/Surau/Musallah 13 buah dan gereja sebanyak 1 buah.

Struktur umur penduduk Kecamatan Tompobulu baik laki-laki maupun

perempuan terbanyak tersebar mulai pada kelompok mumur antara 0-4 tahun sampai

dengan 30-34 dan mulai menurun pada kelompok umur 63,

Tabel 2. Jumlah penduduk menurut kelompok dan jenis kelamin di Kecamatan
Tompobulu Kabupaten Maros.

No Umur tahun Laki-laki | Perempuan Jumlah
1. 0-4 901 838 1.739
2. 5-24 3.118 2.934 6.057
3. 25-34 1.319 1.988 2.807
4, 35— 44 1.059 1.079 2,138
3 45 - 54 307 301 608
6. 35 - 64 275 156 431
7. 65 ke atas 104 102 206
Jumlah 7.083 6.903 13.986
Sumber: Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Maros, 2007
Tabel 3. Luas Desa, jumlah rumah tangga, jumlah penduduk dan kepadatan
penduduk menurut desa di Kecamatan Tompobulu, kabupaten Maros.
No Desa Luas (km™} Rumah Penduduk | Kepadatan
tangga {(jiwa) penduduk
(jiwa/km®)
| | Benteng Gajah 24.03 256 1875 78
2 | Pucak 17.76 472 1989 118
3 | Tompobulu 45.54 363 2031 56
4 | Toddolimae 32.13 192 1355 63
5 | Bontomanai 40.55 195 1209 48
6 | Bontomatinggi 23.67 252 1132 45
7 | Bontomanurung 12.00 245 1944 101
8 | Bontosamba 91.93 632 2551 ]
Jumnlah 287.66 2.607 13.986 528

Sumber : Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Maros, 2007
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2. Mata Pencaharian

Tabel 4. Penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kecamatan Tompobulu,
Kabupaten Maros

No Pekerjaan Jumlah orang
1 | Petani 3.147
2 | Pegawai Negeri 54
3 | Pepawai swasta 374
4 | ABRI 94
5 | Pedagang 48
6 | KK tani 2832

Sumber : Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Maros, 2007

3. Tingkat Pendidikan

Tabel 5. Penduduk berdasarkan Pendidikan di Wilavah Kerja BPP Tompobulu,
Kabupaten Maros.

No | Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 | Tidak/belum sekolah 2.328 2.329 4.657
2 | Tamat SD 1.525 1.344 2.869
3 | Tamat SLTP 1.015 1.229 2.244
| 4 | Tamat SLTA §25 1.423 2.250
5 | Diploma 813 361 1.174
6 | Perguruan tinggi 5717 215 792
Jumlah 7.083 6.903 13.986

Sumber : Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Maros, 2007

Pada umumnya penduduk usia sekolah yang akan melanjutkan pendidikan
kejenjang wvang lebih tinggi, dalam hal ini perguruan tinggi/universitas pada
umumnya mereka melanjutkan ke kota Makassar atau ke kecamatan tetangga yaitu
Kecamatan Mandai serta Kecamatan Turikale. Karena keberadaan perguruan

tinggi/Universitas di kecamatan Tompobulu belum tersedia.
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4. Karakteristik Kelompok Tani

Kelompok tani yang ada di wilayah Kerja BPP Tompobulu terdiri atas

Kelompok Tani pemula sebanyak 28 Kelompok, kelompok tani lanjut sebanyak 15

kelompok, kelompok tani madya sebanyak 8 kelompok, dan kelompok tani utama

sehanyak 2 kelompok.

Berdasarkan data hasil penilaian kelompok tani, maka jumlah kelompok tani

yang ada di wilayah kerja BPP Tompobulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Pembagian Kelompok Tani di Wilayah Kerja BPP Tompobulu, Kabupaten

Maros, 2007,
Mo Jenis Kelompok tani Jumlah
. Kelompok Tani Pemula 34 Kelompok
Z; Kelompok Tani Lanjut 15 Kelompok
3 Kelompok Tani Madya 8 Kelompok
4. Kelompok Tani Utama 2 Kelompok

Sumber : Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan

kabupaten Maros




V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Penyuluhan Kehutanan

1. Programa Penyuluhan

Programa penyuluhan disusun di tingkat Kabupaten dan kecamatan, program
Penyuluhan Kehutanan untuk tahun 2007 Kabupaten Maros tertuang dalam Programa
penyuluhan pertanian yang sifatnya jangka pendek untuk satu tahun. Program
Penyuluhan untuk 5 subsektor yaitu Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan,
Kehutanan dan Perkebunan tergabung dalam satu programa penyuluhan.

Penyusunan programa dibuat sebagai pedoman kerja tahunan dalam
penyelenggaraan penyuluhan Kehutanan yang merupakan salah sam wujud
perencanaan dengan memadukan aspirasi masyarakat dengan potensi wilayah.
Penyusunan program selain dilakukan secara aspiratif dengan mencari dan
mendengarkan informasi yang sebanyak-banyaknya dari petani melalui pertemuan
dan kunjungan ke lapangan juga dilakukan secara partisipatif yakni penyuluh turut
melibatkan petani ikut berpartisipasi dengan meminta masukan dan informasi
mengenai segala hal yang berhubungan dengan rencana kedepannya.

Adapun isi dari programa penyuluhan kehutanan mencakup :

1. Keadaan
a. Keadaan Sumber Daya Alam, meliputi :

- Letak geografis dan luas wilayah



-. Luas lahan

- Keadaan Tanah dan iklim
b. Keadaan Sumber Daya Manusia meliputi:

- Jumlah penduduk

- Pekerjaan

- Pendidikan
2. Masalah

Masalah merupakan upaya untuk merumuskan hal-hal yang tidak dikehendaki

atau faktor-faktor yang menyebabkan tidak rercapainya wjuan yang dikehendaki.

a. Masalah Tekhnis

Masalah yang sering didapatkan pada penerapan tekhnis di bidang kehutananan:

- Pemeliharaan Tanaman

- Agroforestry

- Penebangan liar

b. Masalah sosial

- Kerjasama antara kelompok masih kurang

- Hasil kesepakatan belum dipenuhi oleh petani

- Pemanfaatan fasilitas masih kurang
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c. Masalah lingkungan
Masalah lingkungan vang sering terjadi :
- Sering terjadi kebakaran hutan pada musim kemarau
- Masih banyaknya hutan yang gundul |
3. Penetapan tujuan dan kelompok sasaran
a. tujuan
- Meningkatkan pengetahuan petani
- Meningkatkan produksi
- Pengembangan usaha pertanian
b. Sasaran
- Memperbaiki kelembagaan kelompok tani
- Membentuk kelompok tani percontohan di setiap desa

- Memfasilitasi kelompok tani untuk menjalin kemitraan.

2. Rencana Kerja
Kegiatan penyuluhan Kehutanan di tingkat desa merupakan pembelajaran
yang menggerakkan petani agar mereka mau dan menerapkan berbagai teknologi
yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing. Dalam
mengorganisasikan kegiatan pembelajaran tentunya diperfukan suatu Rencana Kerja

vang harus disusun oleh Penyuluh Kehutanan sesuai tujuan yang ingin dicapai dan

masalah yang dihadapi.
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Rencana Kerja Penyuluh Kehutanan merupakan kurikulum atau pedoman
dalam proses Penyuluhan Kehutanan ditingkat desa yang disususn setiap tahun.
Adapun Kegiatan Penyuluhan Kehutanan yang direncanakan dalam rencana kerja
adalah upaya untuk:

a. Mempertahankan dan meningkatkan produkasi dan produktifitas usaha di bidang
kehutanan menuju ketersediannya kebutuhan akan papan.

b. Mempertahakan dan meningkatkan pengendalian erosi dan banjir serta kesuburan
tanah baik didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.

¢. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani baik dalam kawasan hutan
maupun diluar kawasan hutan.

d. Menghasilkan keputusan/kesepakatan berbagai hasil musyawarah kelompok tani.
Adapun tujuan tersusunnya rencana kerja penyuluh kehutanan adalah sebagai

pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan

kehutanan dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan

bagi petani.



Tabel 7. Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Wilayah Kerja BPP

Tompobulu tahun 2007

Kegiatan | Tujusn Kegiatan Metoda Sasaran Sumnker Lokasi
Biava
Melakukan Agmar pelani kunjungan pelani swadana | Benleng
Pemcliharaan mclakukan Periemusn ajah, Pucak,
tanaman Kehulanan | pemeliharann Tompobulu
laneman
Khulanan
Mclakukon Apar pelani kunjungan petani swedana | Pucak.
Pembuatan tanaman | membaal lanaman | Pertemuan Tompobulu
Agrofonesir aproloresiry L
Melakukan Apgar petani Kunjungan pelani swadana | Tompobulu
pemisalan miean bual Perlermuan
konservasi anah, konservasi lansh dermonstrosi
paada lahan kritis pada lakan kritis
Bdclakzanakan Apir pelani kunjungan peLani swadana | Scmua desa
pembualan bt Pertemuan
hutan/kebun rakvil hutanbecbun rakvol | demonsirst

Sumber : Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Maros, 2007

3. Kelembagaan Penyuluhan Kehutanan
Di Kabupaten Maros, Struktur organisasi Dinas lingkup Pertanian dan
Kehutanan, selain dinas lingkup pertanian sampai pada tingkat kecamatan dengan
adanya kantor dinas sebagai perwakilan dinas Kabupaten, terdapat pula Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP) yang bertugas mengkoordinir kegiatan penyelenggaraan
Penyuluhan Kehutanan di Kecamatan. Kelembagaan petani di wilayah Kerja BPP

Tompobulu.

Tabel 8. Kelembagaan petani di Wilayah Kerja BPP Tompobulu Kabupaten Maros,

tahun 2007.

No Kelembagaan jumlah Persentase (%)
1 | Kelompok Tani 39 ®0.4
2 | Wanita Tani 2 3.0
3 | Taruna Tani | 1.5
4 | Posluhtan 4 6.1
Jumlah 66 100

Qumber: Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Maros, 2007
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Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa kelembagaan yang memiliki jumlah
kelompok terbesar yaitu kelembagaan Kelompok Tani sebanyak 59 atau 89.4 %, hal
ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat di Wilayah Kerja BPP Tompobulu
bermata pencaharian sebagai petani, sedangkan yang paling terkecil adalah kelompok
Taruna Tani 1 kelompok atau 1,5%, untuk Kelembagaan Wanita Tani berjumlah 2

atau 3.0 % dan Posluhtan sendiri berjumlah 4 atau 6,1 %.

B. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan
1. Sasaran dan Materi Penyuluhan

Sasaran dalam penyuluhan kehutanan adalah bagaimana materi penyuluhan
dapat dipahami petani dalam beberapa kali pertemuan. Frekuensi pertemuan antara
penyuluh dengan kelompok tani/petani yang ldeal dilakukan adalah tiap minggu. Isi
materi penyuluhan terutama mengacu pada kebutuhan sasaran. Menurut
Kartasapoetra (1991), materi penyuluhan harus memperhatikan kesesuaian dengan
tingkat kemampuan sasaran, mengena pada sasaran dan tidak beretentangan dengan
adat istiadat juga kepercayaan mereka, dan memberikan atau mendatangkan berbagai
keuntungan pada khalayak sasaran. Materi yang disusun harus meggunakan bahasa

yang sederhana dan mudah dimengerti dan sesuai dengan tingkat pendidikan yang

dimiliki.
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Pada awal tahun 2007 telah dilakukan kegiatan benah kelompok. Kegiatan ini
ditujukan untuk mendata kelompok tani yang betul-betul masih aktif dan yang tidak
aktif. Hasilnya dari hampir 700 kelompok tani yang terdata pada tahun 2006, maka
di tahun 2007 terdapat 661 kelompok tani aktif. Dari 661 kelompok tani tersebut, 48
kelompok tani berada dalam bimbingan penyuluh kehutanan. Kemudian dari 48
kelompok tani tersebut, 15 kelompok tani telah memiliki usaha kelompok berbasis
kehutanan. Diantaranya ada yang bergerak di bidang usaha pembibitan tanaman buah
dan kayu-kayuan, kelompok tani penghasil kemiri, pengembangan lebah madu, hutan
rakyat dan kelompok tani penghasil tepung jahe. Adapun jenis materi yang diberiakn
yaitu pemeliharaan hutan rakyat, fungsi hutan, Akibat penebangan hutan secara liar di

dalam kawasan hutan, fungsi hutan lindung, dan akibat perladangan berpindah.

2. Metode Penyuluhan

Metode merupakan cara penyampaian pesan, dari penyuluh kepada petani.
Bentuk metode penyuluhan yang sampai saat ini masih diterapkan adalah metode
LAKU (latihan dan kunjungan). Metode ini masih dipakai dengan alasan: mudah
diterapkan untuk menyampaikan pesan, dapat dilakukan kapan dan dimana saja,
murah dan efektif, serta adanya keterbukaan antara penyuluh dengan petani. Adapun
jenis kegiatan yang dilakukan adalah Kegiatan Kunjungan dan Pertemuan Kelompok
tani. Frekuensi kunjungan penyuluh ke kelompok tani/petani Ideal dilakukan 4 kali

dalam sebulan jadi frekuensi ideal kunjungan dalam setahun sebanyak 48 kali.
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Dengan metode LAKU, seorang penyuluh dapat saling bertemu untuk
mendapatkan informasi dengan mengadakan pertemuan minimal | kali dalam
seminggu. Selanjutnya pada hari kerja berikutnya penyuluh akan melakukan
kunjungan rutin baik kepada individu petani maupun kelompok tani yang dibinanya.
Kegiatan tersebut selain sebagai media untuk saling tukar informasi antar penyuluh,
juga dapat dijadikan media peningkatan kapasitas dan kemampuan penyuluh dalam
menghadapi tantangan di lapangan,

Tabel 9. Frekuensi kunjungan dan pertemuan kelompok tani di Wilayah Kerja BPP
Tompobulu, Kabupaten Maros.

No Jenis Kegiatan Frekuensi (kali) Persentase (%o)
| 1| Pertemuan Kelompok Tani 49 57.6
2 | Kunjungan Kelompok Tani 36 42.4
Jumlah 85 100

Sumber: Data Primer, 2007

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pertemuan kelompok tani yang
dilakukan oleh penyuluh sejumlah 49 kali atau 57.6 %, Lebih banyak dibandingkan
dengan kunjungan Kelompok tani yaitu 36 kali atau 42.4%, artinya penyuluh
melakukan kunjungan 3 kali setiap bulannya atau dapat dikatakan bahwa penyuluh
kehutanan sangal jarang mengadakan kunjungan, dengan demikian sasaran terhadap
program penyuluhan di BPP Tompobulu tidak akan tercapai secara meksimal karena
frekuensi pertemuan dan kunjungan ke kelompok tani sangat menentukan

keberhasilan penyampaian informasi ke sasaran.
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3. Kegiatan Penyuluhan Kehutanan

Kegiatan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan adalah kegiatan penyuluhan
yang diarahkan dalam usaha memecahkan masalah-masalah vang di hadapi oleh
masyarakat. Kegiatan penyelenggaraan penyuluhan Pertanian dan Kehutanan ini
dilaksanakan secara bersama-sama dan bersifat partisipatif yang berorientasi pada
kepentingan masyarakat.

Secara umum masyarakat vang ada di wilayah Kerja Penyuluhan Tompobulu
adalah masvarakat pertanian, hal ini didukung oleh keadaan sumber daya alam
sehingga menjadikan pertanian sebagai kegiatan pokok. Untuk sektor Kehutanan
sendiri kegiatan yang dilakukan yaitu 1) Pemeliharaan tanaman Kehutanan, 2)
Pembuatan tanaman Agroforestry, 3) Pembuatan Konservasi tanah, 4) Pembuatan
Kebun/Hutan rakyat. Pada Tabel 10 dapat dilihat luas areal yang digunakan untuk
kegiatan Kehutanan.

Tabel 10. Luas areal lahan kegiatan Kehutanan di Wilayah Kerja BPP Tompobulu,

Kabupaten Maros.
Mo Kegiatan Luas Areal (Ha)
1 | Pemeliharaan Tanaman 767,67
2 | Pembuatan Tanaman Agroforestry 1.051
3 | Konservasi Tanah 200,43
4 | Pembuatan Kebun/hutan rakyat 430
Jumlah 2449.1

Sumber Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Maros, 2007
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Dari  Tabel 10 dapat dilihat bahwa pada Wilayah Penyuluhan
Tompobulu,yang memiliki areal lahan terluas adalah kegiatan pembuatan Tanaman
agroforestry yaitu 1.051,00 ha. Untuk kegiatan Pemeliharaan tanaman memiliki luas
areal 767,67 ha, konservasi tanah 200,43 ha, dan pembuatan kebun/hutan rakyat 430

ha.

C. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan penilaian program dilakukan secara bersama-safha dalam bentuk
diskusi di antara penyuluh, selain itu juga dibahas tingkat keaktifan penyuluh dalam
melaksanakan tugasnya dan kendala-kendala yang dihadapi oleh penyuluh
dilapangan. Supervisi dilaksanakan paling tidak dua kali seminggu. Tujuannya
adalah untuk mengetahui apakah ada kendala atau hambatan yang ditemui di
lapangan atau tidak. Adapun kendala-kendala yang dihadapi penyuluh antara lain :

1. Dana

Dana merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan
penyuluhan Kehutanan. Semua kegiatan penyuluhan seharusnya ditunjang dengan
dana yang relatif cukup memadai, sedang besar kecilnya dana tergantung pada bentuk
penyuluhannya.

Sehelum berlakunya otonomi daerah, dana penyelenggaraan penyuluhan
disediakan oleh pemerintah 100 %. Tapi masalahnya adalah akibat dari berlakunya
otonomi daerah yang telah melimpahkan kewenangan pengelolaaan keuangan kepada

pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk pemerintah Kabupaten Maros, dana
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penyuluhan yang disediakan sangat sedikit sehingga tidak mencukupi untuk suatu
kegiatan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, untuk itu sebaiknya dana yang
diperuntukkan untuk kegiatan penyuluhan langsung diberikan kewenangan kepada
penyuluh sehingga penyelenggaraan penyuluhan dapat berjalan lebih optimal.
2. Jumlah Penyuluh

Penyuluh kehutanan di Kabupaten Maros sampai tahun 2007 ini berjumlah 13
orang sesuai SK yang ada, ke 15 orang tersebut sebagian besar telah memasuki usia
50 tahun yang berarti telah mendekati usia pensiun. Diharapkan penyuluh yang baru
terangkat dapat menggantikan penyuluh yang akan segera masuk usia pensiun.

Tabel 11. Data penyuluh Kehutanan pada Badan Penyuluhan Pertanian kehutanan
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, tahun 2007

No Jabatan Jumlah Wilayah kerja
Jiwa Penyuluhan
| | Penyuluh Kehutanan Pelaksana I Tompobulu
2 | Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan 4 Tompobulu,

Moncongloe, tanralili

3 | Penyuluh Kehutanan Penyelia 4 Tompobulu, Marusu

4 | Penyuluh Kehutanan Pertama 2 Mallawa, Cenrana

5 | Penyuluh Kehutanan Muda 2 Simbang

6 | Penyuluh Kehutanan Madya 2 Tanralili,Camba
Jumlah 15

Sumber : Data Primer, 2007

Berdasarkan data diatas dan data wilayah kerja yang dilihat pada lampiran |

maka jumlah Penyuluh Kehutanan yang berada pada wilayah kerja Kerja BPP

Tompobulu berjumlah 4 orang kondisi tersebut cukup mempersulit pelayanan
penyuluhan mengingat jumlah desa yang ada di wilayah BPP Tompobulu sebanyak

delapan desa, jika dikaitkan dengan jumlah penyuluh yang ada maka,
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perbandingannya kurang proposional sehingga mengakibaikan kegiatan penyuluhan
tidak dapat berjalan dengan baik. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa
Penyuluh Kehutanan yang berada pada wilayah kerja BPP Tompobulu termasuk
dalam Penyuluh Kehutanan tingkat Terampil, vang terdiri dari Penyuluh Kehutanan
Pelaksana, Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan, dan Penyuluh Kehutanan
Penyelia, sedangkan untuk penyuluh kehutanan pertama, penyuluh kehutanan Muda
dan penyuluh Kehutanan Madya sendiri termasuk dalam jenjang jabatan penyuluh
kehutanan tingkat ahli,

Menurut Undang-undang no 35 tahun 2003 pasal | ayat (2) dan ayat (3)
tentang Petunjuk Pelaksanaan jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka
Kreditnya menyatakan bahwa, Penyuluh kehutanan tingkat terampil adalah jabatan
Fungsional penyuluh kehutanan yang dalam pelaksanaan  pekerjaannya
mempergunakan prosedur dan teknik ketja tertentu, sedangkan penyuluh kehutanan
tingkat ahli adalah jabatan penyuluh kehutanan yang dalam pelaksanaan
pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodelogi dan teknik

analisis tertentu. Untuk jenjang jabatan dan golongan penyuluh Kehutanan di

Kabupaten Maros, dapat dilihat pada Tabel 12.
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Tabel 12. I{las]frikasi Penyuluh kehutanan menurut jabatan Pada Badan Penyuluhan
Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros.

No Jabatan Gol Jumlah jiwa | Persentase (%)

1 | Penyuluh Kehutanan 1i/d B 13,3
Pelaksana

2 | Penyuluh Kehutanan Il/a, 111/ 4 26.7
Pelaksana Lanjutan

3 | Penyuluh Kehuianan /e, 1I/d 3 20

| | Penyelia

4 | Penyuluh Kehutanan Iil/a ¢ 13.3
Pertama

5 | Penyuluh Kehutanan I/e 2 13,3
Muda

6 | Penyuluh Kehutanan IV/ia 2 13,3
Madvya

Jumlah 15 100 -4

Sumber : Data Primer, 2007

Pada Tabel 12 dilihat bahwa Pada Umumnya Penyuluh Kehutanan di Wilayah
Kerja BPP Tompobulu terdir dari golongan I1/d, l[l/a, 11/, [1lfc dan golongan [11/d.
Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan dengan golongan Illfa, lIl/b memiliki
jumlah terbanyak dengan persentase 26.7%. Kenaikan jabatan untuk Penyuluh
Kehutanan dapat diperoleh berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki. Untuk
Jabatan Penyuluh Kehutanan Terampil dalam hal ini penyuluh Kehutanan Pelaksana
dapat dilihat pada lampiran 4 dimana (jumlzh angka kredit 40 untuk golongan /b, 60
angka kredit unutuk golongan 1l/c, 80 angka kredit untuk golongan Il/d). Penyuluh
Kehutanan Pelaksana Lanjutan (jumlah angka kredit 100 untuk golongan IIl/a, 150
angka kredit untuk golongan [11/b), dan Penyuluh Kehutanan Penyelia (jumlah angka
kredit 200 untuk golongan IIl/c, 300 angka kredit untuk golongan 111/d). Untuk

jabatan Penyuluh Kehutanan Abli dapat dilihat pada lampiran 5 yang i



Penyuluh Kehutanan Pertama (jumlah angka kredit 100 untuk golongan II.;II}i.u’Iﬂ,-.lfrﬂ
angka kredit untuk golongan I1l/b, Penyuluh Kehutanan Muda (jumlah angka kredit
200 untuk golongan 11/, 300 angka kredit untuk golongan 111/d) dan untuk Penyuluh
Kehutanan Madya (jumlah angka kredit 400 untuk golongan 1V/a, 550 angka kredit
untuk golongan IV/b, 700 angka kredit untuk golongan 1V/c).
3. Tingkat Pendidikan Penyuluh

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal terakhir yang ditkuti
oleh penyuluh. Dalam menyampaikan informasi kepada petani latar belakang
pendididkan sangat berperan dalam proses penyuluhan. Penyuluhan kehutanan yang
memiliki pendidikan yang tinggi dan sesuai dengan bidangnya akan lebih mudah
dalam memberikan penyuluhan. Tingkat pendidikan penyuluh kehutanan yang

menjadi responden disajikan pada Tabel 13 berikut :

Tabel 13. Tingkat Pendidikan terakhir Penyuluh Kehutanan

No Tingkat pendidikan Jumlah Persentase (%)
1 | SMU 1 6.7
2 | Diploma 8 . i
3 | Sarjana 6 40
Jumlah 15 100

Sumber: Data primer, 2007

Dari Tabel 13 di atas, terlihat pada umumnya penyuluh kehutanan di
Kabupaten Maros berpendidikan diploma (D3). yaitu sebanyak 8 orang atau 33,3%.
Dari tabel tersebut terlihat juga bahwa penyuluh yang berpendidikan Sarjana
sebanyak 6 orang atau 40% dan SMU 1 orang atau 6,7%, sehingga dapat dikatakan

bahwa ditinjau dari tingkat pendidikan, penyuluh Kehutanan di Kabupaten Maros



cukup memacai. Perlu diakui bahwa upaya untuk mendorong para penyuluh
kehutanan sering menemui kendala terutama dalam hal biaya. Hal ini dapat
dimengerti karena baik pembiayaan yang bersumber dari pribadi maupun pemerintah
daerah tidak mudah diperoleh.

Selain itu pula pendidikan dan latiban bagi penyuluh kehutanan sudah
dirasakan sangat kurang., Hal ini sangat mempengaruhi kinerja penyuluh terutama
dalam hal kemampuan dan penpembangan dalam menghadapi tantangan yang
semakin beragam. Oleh karena itu perlu ditambah lagi diklat bagi penyuluh baik yang
bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah.

4. Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Untuk mendukung kegiatan penyuluhan, maka diperlukan sarana dan
prasarana yang diperlukan, Secara umum sarana kerja untuk kegiatan penyuluhan
cukup sesuai karena adanya satu kelembagaan antara penyuluahn pertanian dan

Lehutanan. Adapun sarana dan Prasarana penyuluhan untuk tahun 2007 dapat dilihat

pada Tabel 14.
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Tabel 14. Kondisi sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan pada Badan
penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahan Pangan Kabupaten Maros

tahun 2007

Mo | Nama sarana/prasarana Jumlah
| | Media percontohan

a. lahan percontohan 2 unit

h. Kebun Bibit 5 unit
2 | Peralatan audio visual

a. Wareless 8 buzh

b. Televisi | buah

c. Handycam 1 buah
3 Kendaraan bermotor 12 unit

Sumber : Kantor Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Maros, 2007

Sarana dan Prasarana tersebut diatas berdasarkan sarana yang sudah/dapat
dipakai untuk menunjang penyuluhan kehutanan. Pada umumnya sarana tersebut
mulai pengadaan tahun 1998, dan sarana sebelum tahun tersebut sebagian besar sudah
rusak berat dan banyak pula yang hilang. Untuk saat sekarang ini, sarana dan
prasarana penyuluhan kehutanan masih cukup memadai, maka untuk lebih
mengoptimalkan kegiatan Penyuluhan sebaiknya perlu adanya penambahan sarana
/prasarana penyuluhan, karena melihat bahwa jumlah kecamatan dikabupaten Maros
memiliki perbandingan yang tidak proposional dengan jumlah sarana/prasarana yang
ada. Sarana/Prasarana yang akan digunakan untuk tempat pertemuan kelompok tani

pada Wilayah Kerja Penyuluhan Tompobulu, dapat dilihat pada Tabel 15.



Tabel 15. Tempat pertemuan Kelompok tani di Wilayah Kerja Penyuluhan

Tompobulu, Kabupaten Maros

Mo | Tempat Pertemuan Frekuensi (kali) Persentase (%)

| BPP 2 2.5

2 Kantor Desa 77 97.3
Jumlah 79 100

Sumber : Data primer, 2007

Dari Tabel 15 dapat dilihat bahwa tempat yang paling baik untuk mengadakan

pertemuan ke kelompok tani adalah di kantor desa, dimana persentase pertemuan

adalah 97.5 % atau 79 kali. Hal ini dikarenakan letaknya berdekatan dengan lahan

usaha tani, jika dibandingkan dengan BPP yang letaknya di Kecamatan yang jauh

dari lahan usaha tani. Sehingga memungkinkan lebih banyak penduduk yang akan

datang pada kegiatan penyuluhan.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A, Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan ;

1. Kinerja Penyuluh Kehutanan pada Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan
Ketahanan Pangan di Kabupaten Maros belum berjalan dengan baik.

2. Kendala-kendala vang ada pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan pada
Badan Penyuluhan Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros
antara lain: Jumlah penyuluh yang masih kurang, Tingkat pendidikan,

Pembiayaan kegiatan penyuluhan kehutanan serta sarana dan prasarana

penyuluhan,

B. Saran
|. Agar semangat kerja Penyuluh kehutanan kembali meningkat, sebaiknya
pemerintah  Kabupaten Maros menata kembali system penyelenggaraan
penyuluhan baik yang menyangkut sarana prasaranafasilitas kerja maupun
pembinaan dan pengembangan ketenagaan.
2. Sebaiknya dibuat administrasi yang lengkap, sehingga dapat dijadikan sebagai

parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan penyuluhan Kehutanan,



3.
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Pendanaan diperuntukkan bagi penyelenggaraan penyuluhan perlu diperbaiki
dengan melibatkan lebih banyak lagi dana dan instansi-instansi pemerintah dan
swasta, sehingga kinerja penyuluh dan pelaksanaan penyuluhan dapat berjalan
dengan baik.

Perlu adanya penambahan penyuluh kehutanan pada setiap kecamatan sehingga

pelaksanaan penyuluhan dapat berjalan lebih optimal.
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Lampiran 8. Bagan Struktur BPP Tompobulu, Kabupaten Maros

KOORDINATOR _I

TATA USAHA
E 3 L
PROGRAMER SURVISIOR
Kelompok Tani
Nelayan Andalan
PENYULUH
— 1 i}
KETUA
N
KELOMPOK TANI KETUA GAPOKTA POSLUHTAN
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Lampiran 9 : Quisioner

Jati diri responden

1. Nama

Jenis Kelamin

Pendidikan

Jabatan

2.
3.
4. Agama
4,
3.

Pangkat/Golongan

Pertanyaan

2.

Berapa jumlah penyuluh kehutanan di dinas Kehutanan ini ?

Dalam menyusun program penyuluhan, apa ada survey awal dalam
menentukan metode yang digunakan dalam menentukan pola penyuluhan
pada kelompok masyarakat 7

Apakah masyarakat terlibat dalam penyusunan pola atau model penyuluhan?
[Jan kalau iva sejauh mana masyarakat ikut terlibat 7

Selama ini dalam menyuluh apakah bapak/ibu terlibat langsung dalam
akiivitas masyarakat pada kegiatan yang disuluhkan atau hanya sekedar
menyampaikan 7

Setelah melakukan penyuluhan apakah bapakfibu melakukan pemantaun
gan  atau kelompok tani? Kalau ya berapa kali intensitas

kelapan

kegiatannya? kalau tidak alasannya



14,

g1

Model penyuluhan yang paling efektif menurut bapak/ibu dipakai dalam
penyuluhan di masyarakat atau di kelompok tani?

Indikator yang digunakan dalam menentukan tingkat keberhasilan pola atau
metode penyuluhan yang bapak/ibu gunakan pada kelompok tani atau
masyarakat !

Sejauh mana respon masyarakat jika bapak/ibu melakukan penyuluhan 7
Sejauh ini dari penyuluhan yang dilakukan apa ada hasil yang nampak pada
kelompok masyarakat? (Ya/Tidak)

Kendala apa yang dihadapi dalam penyuluhan pada kelompok tani atau

masyarakat ?



